Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR: 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

bahwa guna kelancaran pelaksanaan penetapan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara
Pemerintahan Desa, maka perlu dibentuk Panitia Penjaringan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam

Keputusan Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia nomor
5234);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Taun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa.;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2016 tentang Badan Permusyawatan desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegor
Tahun 2010 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;

10.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

11.Peraturan Desa Prayungan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Penjaringan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

keputusan in ;

Menugaskan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
untuk :
a. Menyiapkan administrasi penjaringan Calon Anggota BPD.
b. Memfasilitasi dan melakukan penjaringan Calon anggota PBD
dimasing-masing wilayah keterwakilan.
c. Meneliti dan memeriksa persyaratan Calon Anggota BPD yang
diusulkan dari masing-masing keterwakilan wilayah.
d. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan penjaringan dari
masing-masing keterwakilan wilayah.
e. Mengumumkan Calon Anggota BPD yang memenuhi
persyaratan.
f. Melaporkan hasil penjaringan anggota BPD kepada Kepala

Desa.



KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas panitia sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggran 2019

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Prayungan
Padatanggal : 21 Pebruari 2019

AGESA PRAYUNGAN

. H. IMAM ROFI’I

BERY™

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepaaa :
1. Camat Sumberrejo
2. Anggota Panitia
3. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
TANGGAL : 21 PEBRUARI 2019
NOMOR : 15 Tahun 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJARINGAN CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

JABATAN DALAM PANITIA NAMA
Ketua merangkap Anggota TANAYA JUWITA RAHAYU
Wakil Ketua merangkap Anggota MUBIN
Sekretaris merangkap Anggota MIFTAKUL ULUM
Anggota SLAMET

M. SUFA’AT

ALI MUHAJIR

TAMAT

HERU PRATAMA

MARIA ULFA

KEPALA:DESA PRAYUNGAN
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